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BAB I
 PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Penulisan
 Ketika Internet diperkenalkan pertamakali, pemrakarsanya tidak pernah menduga
 bahwa dampaknya kemudian hari akan sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya
 membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia fisik ketika batasan geografis yang
 membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha
 tersebut mulai dilakukan, yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya
 tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli.
 Perkembangan Internet menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim
 tersebut sebagai dunia maya. Di sini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk
 berhubungan dengan individu yang lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Inilah
 globalisasi yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh
 masyarakat digital atau mereka yang kerap menggunakan Internet dalam aktivitas kehidupan
 setiap hari.
 Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet,
 sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh. Berdagang di
 dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi, yang kerap diistilahkan
 E-Commerce (Electronic Commerce), merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang usianya
 masih seumur jagung. Namun di sinilah letak keistimewaannya.
 1
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Untuk pertama kalinya seluruh manusia dimuka bumi memiliki kesempatan dan peluang
 yang sama agar dapat berhasil berbisnis di dunia maya karena selain “permainan” ini masih
 sangat baru, lahan yang baru “digarap” pun masih sangat luas.
 E-Commerce (Perniagaan Elektronik) pada dasarnya merupakan dampak dari
 berkembangnya teknologi infonnasi dan telekomunikasi. Secara significan ini mengubah
 cara manusia rnelakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan
 mekanisme dagang.
 Semakin mcningkatnya komunitas bisnis yang mcmpergunakan internet dalam
 melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru
 yang kerap diistilahkan dengan cyberspace atau dunia maya. Berbeda dengan dunia nyata,
 cyberspace memiliki karakteristik yang unik. Karakteristik unit tersebut memperlihatkan
 bahwa seorang manusia dapat dengan mudah berinteraksi dengan siap saja dunia ini sejauh
 yang bersangkutan terhubung ke internet. Hilangnya Batas dunia yang memungkinkan
 seseorang berkomunikasi dengan orang lain secara efisien dan efektif ini secara langsung
 mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dengan perusahaan lain atau konsumen.
 Peter Fingar mengungkapkan bahwa pada prinsipnya E-Commerce menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (time and space) yang selama ini menjadi isyu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan E-Commerce untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya1
 Richardus Eko Indrajit, E-Conmrerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, PT. Elek Media Koputindo, Jakarta, hal. 2.
 2
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Dalam penulisan ini, penulis memilih judul “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual
 Beli Melalui Internet Di Tinjau Dari KHUPerdata” yang menurut penulis sangat menarik
 untuk ditelaah, di samping karena Electronic Commerce dapat dikatakan fenomena yang
 baru dan belum begitu dikenal oleh masyarakat luas, meskipun sebenarnya dapat berperan
 dalam meningkatkan kemajuan perdagangan bisnis.
 Kajian Electronic Commerce yang menurut pendapat penulis adalah salah satu bagian
 dalam pembahasan Cyberl law yang akhir-akhir ini hangat dibicarkan, merupakan suatu
 kajian yang lebih khusus dibicarakan. Hal ini dikarenakan ECommerce dipandang belum ada
 hukum yang mengaturnya. Perjanjian-perjanjian yang terjadi di dalam E-Commerce masih
 diragukan keabsahannya. Berbagai pendapat dikalangan belum ada hukum yang
 mengaturnya. Perjanjian-perjanjian yang terjadi di dalam E-Commerce masih diragukan
 keabsahannya. Berbagai pendapat dikalangan ahli hukum di Indonesia masih berbeda
 pendapat menyangkut keabsahan perjanjian yang dibuat melalui internet.
 Dikaitkan dengan KUHPerdata kebebasan berkontrak memungkinkan komunikasi
 global berkomunikasi dan memiliki akses terhadap informasi berinteraksi secara luas. Hal
 yang sangat menarik untuk melihat bagaimana KUHPerdata menampung perikatan yang
 menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dalam peraturan mengenai
 perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi
 transaksi E-Commerce. Cukup dengan adanya perikatan di antara para pihak, perjanjian
 sudah terbentuk.
 3
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B. Permasalahan
 Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah :
 1. Bagaimana Keabsahan Perjanjian Melalui Internet?
 2. Bagaimana Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Melalui Internet?
 3. Bagaimana Pula Jika Terjadi Kerugian Pada Salah Satu Pihak Jika Terjadi Wanprestasi
 Dalam Jual Beli Melalui Internet?
 4
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BAB II
 TINJAUAN TENTANG PERJAJIAN JUAL BELI
 A. Pengertian Perjanjian Jual Beli
 Untuk mengetahui pengertian perjanjian jual beli ada baiknya dilihat Pasal 1457
 KUH Perdata yang menentukan “jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak
 penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak
 sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.
 Wirjono Prodjodikoro mengatakan “jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu
 pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib
 membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.2
 Wolmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan “jual beli adalah
 pihak yang satu penjual (verkopen) mengikat diri kepada pihak lainnya pembeli (loper)
 untuk memindahkan tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh
 pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”.3
 Di dalam sistem obligatoir, apabila barang telah dijual tetapi belum ada penyerahan
 kepada pembeli, tetapi barang yang dijual itu kemudian dijual kembali untuk yang kedua
 kalinya oleh si penjual, dan diserahkan kepada pembeli kedua (2), maka barang tidak
 menjddi milik pembeli kedua, tegasnya apabila A selaku penjual, menjualkan barangnya
 kepada B, selaku pembeli yang pertama, sebelum barang
 2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1991,
 hal. 17. 3 R.M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1996, hal. 14.
 5
 Zulfi Chairi : Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, 2005 USU Repository © 2006

Page 9
						

diserahkan kepada B, A menjualkannya kembali kepada C, selaku pembeli yang kedua, di
 dalam sistem obligatoir, perbuatan A, tidak dibenarkan, hal ini seperti yang dimuat di dalam
 Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 Juni 1983, No. 101 K/Sip/63 di dalam perkara ini
 PT. Daining diputuskan oleh Mahkamah Agung telah menyalahi janjinya untuk menjual
 sebuah pabrik kepada PT. Ichsani, dalam perkara ini Mahkamah Agung tidak membenarkan
 Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa dengan penyetoran uang harga
 pabrik tersebut oleh tergugat dalam kasasi (PT. Ichsani) di suatu Bank atas rekening penjual,
 dengan sendirinya pabrik sudah menjadi milik tergugat dalam kasasi, dan juga penyerahan
 kepada PT. Ichsana tidak mungkin dilaksanakan karena pabrik tidak lagi berada di tengah
 PT. Daining, karena telah dikuasai oleh PN. Areal Survey.
 Sifat obligator ini sangat berlainan sekali dengan Code Civil Prancis, yang
 menyatakan bahwa hak milik atas barang-barang yang dijual adalah sudah berpindah ke
 tangah pembeli pada waktu persetujuan jual beli diadakan. Di dalam Hukum Adat di
 Indonesia, perincian-perincian pengertian obligator dan sifatnya sama sekali tidak diperlukan.
 Menurut Hukum Adat Indonesia yang dinamakan jual beli, bukanlah persetujuan
 belaka, yang berada di antara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh
 si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik, atas barang itu dengan
 syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual.
 6
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Dengan demikian dalam Hukum Adat setiap hubungan jual beli tidak mengikat
 kepada asas atau sistem obligator, atau sistem/asas yang lainnya.
 Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa
 Dalam Hukum Adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa
 mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan
 pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi
 persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu
 yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum
 ada jual beli, dan pada hakekatnya belum ada mengingat apa-apa bagi kedua belah
 pihak.”
 Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan
 pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga
 barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan
 (Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (wis
 overeensteeming) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan
 hargalah yang menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual,
 tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan
 sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.
 Cara dan terbentuknya perjanjian jual beli, bisa terjadi secara openbar/terbuka, seperti
 yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial atau yang disebut excutoriale verkoop.
 Penjualan eksekutorial mesti dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang.
 Akan tetapi cara dan bentuk penjualan eksekutorial yang bersifat umum ini, jarang
 sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan.
 4 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, hal. 18.
 7
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Karena itu jual beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah
 jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli
 tanpa campur tangan pihak resmi, dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual belinyapun,
 terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan. Kecuali
 mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada
 umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual beli. Tujuan akta ini hanya sekedar
 mempelajari jual beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan
 penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata.
 B. Hak dan Kewajiban Dalam Suatu Perjanjian Jual Beli
 Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi
 kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli.
 1. Kewajiban Penjual
 Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 KUH Perdata
 yaitu “jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian
 adalah batal”.
 Memang ketentuan penafsiran yang merugikan penjual ini seolah-olah dengan
 pembeli ketentuan umurn. Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang
 ditinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak
 debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakekat jual beli itu sendiri.
 Umumnya pada jual beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat
 dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi
 8
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penafsiran yang rncmbebankan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang
 kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan
 ketertiban umum (openbare-orde).
 Jika Pasal 1473 KUH Perdata tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak
 penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya. Yakni Pasal 1473 KUH
 Perdata pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua :
 - Kewajiban penjual untuk rnenyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
 - Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (vrijwaring), bahwa barang
 yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun
 pembedaan.
 Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang
 dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi
 diperlukan penyerahan yuridis (juri0dische levering) di samping penyerahan nyata (eitel jke
 levering), agar pemilikan pernbeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan
 penyerahan tersebut (Pasal 1475 KUH Perdata). Misalnya penjualan rumah atau tanah.
 Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan
 jalan melakukan akte balik nama (overschijving) dari nama penjual kepada nama pembeli,
 umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak. Lain halnya dengan
 benda-benda bergerak. Penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja
 (Pasal 612 KUH Perdata).
 9
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Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam Pasal 1874 KUH
 Perdata yang berbunyi “biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya
 pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya”:
 - Ongkos penyerahan barang ditanggung oleh penjual,
 - Biaya untuk datang mengambil barang dipikul oleh pembeli.
 Namun demikian kedua belah pihak dapat mengatur lain, di luar ketentuan yang
 disebut di atas. Karena Pasal 1476 KUH Perdata itu sendiri ada menegaskan, ketentuan
 pembayaran ongkos penyerahan yang dimaksud Pasal 1476 KUH Perdata tadi berlaku,
 sepanjang para pihak penjual dan pembeli tidak memperjanjikan lain. Malah kalau dalam
 praktek sering ditemukan, pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan. Jika demikian
 halnya, sedikit banyak harga penjualan akan lebih tinggi dari jika pembeli yang menanggung
 ongkos penyerahan.
 Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli,
 maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual
 bell terlaksana. Ketentuan ini terutama jika barang yang dijual terdiri dari benda tertentu
 (bepaalde zaak). Bagi jual beli barang-barang di luar barang-barang tertentu, penyerahan
 dilakukan menurut ketentuan Pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata penyerahan dilakukan di
 tempat tinggal kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual.
 Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat
 persetujuan dilakukan. Serta mulai saat terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang
 timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 KUH Perdata).
 10
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Berarti sejak terjadinya persetujuan jual beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang
 dihasilkan barang, sekalipun barang belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini erat sekali
 hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan maka barang ini
 sejak saat pembelian adalah atas tanggung si pembeli meskipun penyerahannya belum
 dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya”. Atas pembebanan resiko yang
 demikian, tentu pantas untuk mensejajarkannya dengan kemungkinan keuntungan yang akan
 diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual beli diadakan, adalah pantas menjadi hak
 pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan. Karena itu semua hasil atau buah yang
 timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual sebagaimana
 layaknya seorang bapak yang berbudi baik.
 2. Kewajiban Pembeli
 Adapun kewajiban pembeli adalah :
 Kewajiban membayar harga (Pasal 1513 KUH Perdata) yang berbunyi “kewajiban utama
 si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana
 ditetapkan menurut persetujuan”.
 Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak
 pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan
 barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal
 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan
 sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang
 dibeli. Oleh karena itu sangat beralasan sekali
 11
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menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan
 “perbuatan melawan hukum” (onrechtmaig).
 Tempat pembayaran.
 Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan
 barang. lnilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat
 pembayaran yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam
 persetujun. Jika tempat dan saat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, barulah
 dipedomani prinsip umum di atas. Yakni pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat
 dan saat dilakukan penyerahan barang.
 Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat :
 a. Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai
 dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di tempat
 tinggal/kediaman pembeli.
 b. Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang tertentu tadi
 terletak ataupun di tempat penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 KUH
 Perdata, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di
 tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjualan.
 Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata, yang
 pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran
 dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu
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yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat
 dan saat yang sama.
 Hak Menunda Pembayaran.
 Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan (stornis) yang
 dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya.
 Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat
 pada barang. Bisa juga berupa gabungan hak reklame penjual semula oleh karena harganya
 belum dilunasi. Gangguan itu sedemikian rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu
 menguasai dan memiliki barang tersebut. Hak menunda pembayaran sengaja diberikan
 kepada pembeli, demi untuk memperlindungi kepentingan pembeli atas kesewenangan
 penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya terbebas dari
 gangguan dan pembebanan. Oleh karena itu hak menangguhkan pembayaran akibat gangguan
 baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan. Kalau yang mengalami gangguan
 hanya sebagian saja, bagaimana penyelesaiannya. Peristiwa seperti ini tidak ada diatur di
 dalam Pasal 1516 KUH Perdata. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya atas kasus-kasus
 seperti itu, paling tepat pergunakan analogi aturan yang dirumuskan pada Pasal 1500 KUH
 Perdata yang berbunyi “Jika yang harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan
 bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya hingga si
 pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta
 pembatalan pembelinya”. Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian dari
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harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian
 pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya
 maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya. “Dengan demikian, jika yang terganggu
 hanya sebahagian saja pembeli dapat memilih :
 a. Menuntut pembatalan jual beli,
 b. Jual beli plan terus, dan menangguhkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga
 bahagian yang terganggu saja.
 Atas kebijaksanaan mempergunakan analogi Pasal 1500 KUH Perdata tersebut, dengan
 sendirinya telah dapat diatasi permasalahan penanggulangan pembayaran atas gangguan yang
 terjadi atas sebagian barang. Yakni jual beli bisa dilanjutkan dengan jalan menunda
 pembayaran hanya sebesar harga bahagian barang yang terganggu. Selebihnya dapat dilunasi
 pembeli. Bagaimanaa halnya, jika pembeli tidak melunasi pembayaran atau menangguhkan
 pembayaran tanpa alasan? Gangguan maupun cacat tidak ada, namun pembeli tidak mau
 melakukan pembayaran. Menurut Pasal 1517 KUH Perdata, penjual dapat menuntut
 pembatalan jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Sebenarnya
 Pasal 1517 ini sudah agak berlebihan. Sudah cukup jelas dipergunakan alasan wanprestasi
 atas dasar moral kredit. Sebab keingkaran melakukan pembayara telah menetapkan
 pembelian dalam keadaan lalai (mora). Sedangkan keadaan lalai itu sendiri adalah dasar
 hukum untuk menempatkan seseorang dalam keadaan wanprestasi.
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Apa yang diterangkan di atas, menyangkut pembatalan jual beli atas barang-barang tidak
 bergerak, jika pembeli enggan membayar harga barang. Kalau objek jual belinya terdiri
 dari barang-barang yang bergerak (barang-barang biasa, perabotan rumah tangga dan
 sebagainya), jika dalam persetujuan telah ditetapkan jangka waktu tertentu bagi si
 pembeli untuk mengambil barang dan waktu tersebut tidak ditepati oleh si pembeli, jual
 beli dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa memerlukan teguran lebih dulu dari
 pihak penjual atau disebut wanprestasi zonder rechtelijke toessennkomst (pasal 1518
 KUH Perdata).
 3. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli
 - Objek jual beli terdiri dari barang tertentu (een zeker en hepaalde-zaak).
 Jika objek jual beli terdiri dari barang tertentu, risiko atas barang berada pada pihak
 pembeli terhitung sejak saat terjadinya persetujuan pembelian. Sekalipun penyerahan
 barang belum terjadi, penjual menuntut pembayaran harga seandainya barang tersebut
 musnah (Pasal 1460 KUH Perdata).
 Dari ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata, jual beli mengenai barang tertentu, sekejap
 setelah penjualan berlangsung, risiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang
 yang hendak dilevering lenyap, pembeli tetap wajib membayar harga. Hanya saja
 ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata di atas adalah hukum yang mengatur bukan
 hukum yang memaksa, karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh
 persetujuan.
 Sebenarnya adalah lebih memenuhi logika, bahwa dalam perjanjian timbal balik
 seperti pada jual beli apabila salah satu prestasi gugur, dengan sendirinya
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prestasi yang lainpun harus gugur. Dengan demikian lebih masuk akal, jika barang yang
 dijual musnah sebelum diserahkan pada pembeli, gugurlah kewajiban pembeli untuk
 membayar harga. Adalah lebih baik untuk menentukan risiko dalam jual beli barang tersebut,
 tetap berada pada pihak penjual selama barang belum diserahkan pada pembeli. Paling tidak
 risiko kemusnahan barang tidak menyebabkan pembeli harus membayar harga. Kurang baik
 sekali rasanya jika pembeli dibebani membayar harga barang yang musnah. Bagaimana dapat
 diterima akal, jika tetap ada kewajiban membayar sesuatu yang telah musnah nilainya.
 Apalagi jika ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata tersebut dihubungkan dengan Pasal 1237
 KUH Perdata yang menentukan sejak terjadinya perjanjian, barang yang hendak diserahkan
 menjadi keuntungan bagi pihak kreditur. Jika debitur melakukan kealpaan, debitur harus
 menanggung kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut. Akan
 tetapi oleh karena Pasal 1460 KUH Perdata merupakan lex spesialis ketentuan Pasal 1237
 KUH Perdata sebagai lex generalis, dengan sendirinya tersingkir.
 Namun demikian diyakini, Pasal 1460 KUH Perdata itu sendiri belum dapat memberi
 jawaban atas semua keadaan. Terutama atas persoalan, jika barang yang menjadi objek jual
 beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah. Misalnya
 barangnya tidak dapat diserahkan atas alasan impossibilitas objektip, umpamanya, karena
 adanya larangan pemerintah menjual barang tersebut atau karena barang itu dicabut
 (onteigening) oleh
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pemerintah. Apakah dalam peristiwa-peristiwa yang seperti ini pembeli masih tetap
 diwajibkan membayar harga? Kalau dalam hal-hal seperti inipun pembeli tetap wajib
 membayar harga, benar-benarlah Pasal 1460 merupakan ketentuan undang-undang yang
 paling merugikan bagi pembeli barang tertentu.
 - Objek jual beli terdiri dari barang yang dijual dengan timbangan bilangan atau ukuran,
 risiko atas barang, tetap berada di pihak penjual, sampai pada saat barang itu ditimbang,
 diukur atau dihitung (Pasal 1461 KUH Perdata).
 Akan tetapi jika barang telah dijual dengan tumpukan atau onggokan barang-barang
 menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung
 (Pasal 1462).
 Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUH Perdata, risiko jual beli atas barang-
 barang nyata tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang,
 diukur atau dihutung. Dengan syarat jika barang nyata tadi dijual tidak dengan tumpukan.
 Apabila barangnya di jual dengan tumpukan/onggokan, barang menjadi risiko pembeli,
 sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.
 D. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli
 Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang maka tidak
 terjadi jual-beli melainkan yang terjadi tukar-menukar.
 Sifat konsensuil dari jual-beli tersebut dapat dilihat pada Pasal 1458 Kitab
 Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan :
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“Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai
 sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya
 belum dibayar”.
 Jadi dengan lahirnya kata sepakat mata lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat
 itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual-beli
 dikatakan juga sebagai perjanjian konsensuil dan sering juga disebut perjanjian obligatoir.
 Kadang-kadang para pihak yang mengadakan perjanjian setelah lahimya hak dan
 kewajiban menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain, artinya sudah
 menganggap dirinya sebagai pemilik atas barang yang diperjanjikan itu, sebenarnya belum,
 pembeli baru menjadi pemilik atas barang semenjak diadakannya penyerahan atau sudah
 diadakan penyerahan.
 Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus
 diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang
 yang bergerak. Kalau barang bergerak penyerahannya cukup dilakukan penyerahan secara
 nyata saja atau penyerahan dari tangan ke tangan atau penyerahan yang menyebabkan
 seketika si pembeli menjadi pemilik barang.
 Penyerahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata, ini
 sudah ditegaskan dalam Pasal 1459 KUH Perdata, yang mengatakan : Hak milik atas barang
 yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan
 menurut Pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata.
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Pasal 616 KUH Perdata berbunyi “Penyerahan atau penunjukkan akan kebendaan tak
 bergerak dilakukan dengan Pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti
 ditentukan dalam Pasal 620 KUH Perdata.
 Supaya penyerahan itu sah, menurut sistem causal harus dipenuhi dua syarat :
 1. Adanya alasan hal yang sah (titel)
 2. Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu.
 ad. 1. Titel adalah hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya penyerahan itu misalnya,
 jual-beli, pemberian hibah, tukar menukar. Kalau perjanjian ini tidak sah maka
 penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik.
 ad. 2.Orang yang dapat membuat bebas atas barang itu, yaitu orang yang berkewenangan
 penuh untuk memindah-tangankan barang itu atau orang yang diberi kuasa oleh si
 pemiliknya. Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahannya itu sah.
 Dengan demikian agar prinsip perjanjian melalui internet tersebut dapat terlaksana
 dengan baik dapat diperhatikan pula ciri-ciri perjanjian melalui internet atau ciri kontrak
 dagang elektronik yaitu 1. Cara berkomunikasi Kedua belah pihak harus memperhatikan
 bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (illegal).
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2. Garansi dan vrijwaring.
 Bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh
 salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak
 intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.
 3. Biaya
 Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi
 dilakukan dengan risk sharing (pembagian risiko).
 4. Pembayaran
 Mengenai harga dan cara pembayaran apakah pembayaran sekaligus kredit ataupun
 pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan.
 5. Kerahasiaan
 Dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar para pihak terikat untuk menjaga
 kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian.
 Jadi kalau perjanjiannya tidak sah, seperti yang dilakukan oleh anak yang belum
 dewasa atau tidak ada kata sepakat, menyebabkan alasan haknya tidak sah, maka
 penyerahannya tidak sah, juga bila dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka
 penyerahannyapun tidak sah. Tetapi meskipun orang yang melakukan penyerahan itu bukan
 yang berwenang (bukan pemiliknya) atau bukan orang yang diberi kuasa oleh pemiliknya,
 maka penyerahannya itu adalah sah, ini sebagai pengecualiaan (lihat Pasal 1977 KUH
 Perdata).
 Dan mengenai hal pengecualian ini yang dibenarkannya hanya bila penyerahannya
 mengandung unsur dagang dan unsur itikad baik, maksudnya bila
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dalam perjanjian jual-beli (ini unsur perdagangannya), terdapat pula unsur itikad baiknya,
 artinya orang yang membeli itu tidak mengerti, bahwa yang menjual itu bukan pemiliknya.
 Dengan demikian penyerahan itu tetap sah sekalipun dilakukan oleh orang yang bukan
 pemiliknya, asalkan memenuhi kedua unsur tersebut.
 C. Kesepakatan Hukum Di Internet
 Tak dapat dipungkiri usaha Departemen Pertahanan. Amerika tahun 1969 dalam
 membangun sistem jaringan telekomunikasi berbuntut terpinggirkannya pola komunikasi
 konvensional dengan terciptanya dunia internet dengan komunitasnya yang unik.
 Jaringan yang dibangun Departemen Pertahanan Amerika kala itu diberi nama “ARP Anet”. Tujuan membangun sistem jariangan ini agar tetap terjaganya komunikasi sekalipun terjadi serangan nuklir. Belakangan, “struktur” jaringan ini dipelajari banyak pakar komputer hingga pada gilirannya medium internet menjadi intern dalam berinteraksi di berbagai aspek kehidupan secara global” Ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan. Perkembangan internet di luar dugaan.
 Tak pernah terbayangkan bila kini berbagai transaksi dapat dilakukan di dunia maya.
 Misalnya, seseorang ingin menggunakan jasa hukum dari sebuah kantor pengacara, maka
 orang tersebut (klien) cukup mengakses kompuer dan mencari pengacara yang diinginkan
 melalui homepage yang disediakan dalam internet. Kemudian klien dapat mengontrak
 pengacara dimaksud dengan mengirim e-mail (surat/pesan). Seandainya kantor pengacara
 tersebut setuju, cukup pula membalasnya dengan e-mail. Prosesnya sangatlah praktis tanpa
 melalui prosedur yang berbelit. Begitu juga bila sebuah perusahaan multinasional
 bermaksud memesan suatu produk
 8 Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet Indonesia, PT. Prehallindo, Jakarta 2002, hal. 15-16.
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dari sebuah perusahaan multinasional bermaksud memesan suatu produk dari sebuah
 perusahaan manufaktur (pabrik) di luar negeri. Kembali cukup melihat-lihat layar komputer
 dan memencet-mencet tombol pada keyboard dan menekan tombol send bila yang diingini
 sudah ada. Kemudian, pabrik yang menerima pesanan akan membalasnya dan mengirimkan
 produk yang diinginkan. Transaksi pun terjadi. Batas negara dan aturan-aturan hukum pun
 dikangkangi.
 Contoh diatas merupakan bentuk transaksi elektronik komersil dengan sebutan
 E-commerce. Lepas dari sinyalemen tak adanya jaminan hukum kini mulai terasa di
 Indonesia, tetapi harus diakui adanya manfaat. Antara lain, transaksi dilakukan tanpa
 bertele-tele. Pihak yang menawarkan jasa hanya mengiklankan jasanya; kemudian pihak yang
 memakai jasa cukup mempelajari term of conditions (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan)
 pihak penawar. Transaksi tak memerlukan pertemuan dalam setiap tahapan negoisasi.
 Bayangkan suatu transaksi begitu rnudahnya terlaksana meskipun para pihak berada di dua
 benua berbeda sekalipun. E-commerce adalah suatu sistem bisnis elektronik yang
 menggunakan medium internet dan dapat melingkupi berbagai bidang. Melalui jaringan
 komunikasi internet dapat menembus batas geografis dan teritorial para pihak yang
 bertransaksi masuk dunia antah berantah.
 1. Masalah Hukum
 Hampir dapat dipastikan transaksi semacam ini dapat menimbulkan pelbagai masalah
 hukum. Pertanyaan logis yang selalu timbul adalah kapan transaksi itu terjadi? Apakah
 transaksi semacam ini sah? Apakah tanda tangan dalam transaksi elektronik
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tersebut dipergunakan? Dimana transaksi dilakukan? Bilamana tcriadi perselisihan,
 bagaimana proteksi hukumnya?
 Bila dibandingkan dengan contoh pemakaian jasa hukum sebuah kantor pengacara
 maupun tentang jual-beli yang digambarkan di atas, kapan kesepakatan pemakaian jasa
 hukum pengacara oleh klien itu timbul dalam internet (secara elektronik)? Sama juga kapan
 transaksi jual beli suatu produk terjadi dalam Internet? Bagaimana suatu tanda tangan dalam
 perjanjian internet dilakukan.
 2. Kesepakatan
 Menurut pandangan penulis, pada saat klien menekan tombol send pada keyboard
 komputer, maka kesepakatan antara pengacara dan klien telah terjadi walaupun e-mail belum
 sampai ke tujuh penerima. Konsekwensi hukumnya, klien harus memenuhi segala kondisi
 dan syarat yang ditawarkan oleh kantor pengacara tersebut sebagaimana diuraikan dalam
 homepage internet.
 Andaikata kantor pengacara menyatakan bahwa kantornya belum menerima e-mail
 sehingga belum dapat mewakili klien, hal ini tidak boleh diingkari kantor pengacara tersebut.
 Maka, dalam hal ini kantor pengacara, dapat diminta pertanggungjawabannya karena
 melakukan perbuatan wanprestasi dan adalah hak dari klien untuk menuntutnya. Sebagai
 bukti kuat dari klien adalah catatan elektronik (elektronic record) dalam e-mail yang
 menunjukkan telah terjadi kata sepakat antara klien dan kantor pengacara tersebut.
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Sebagai perbandingan, kita dapat berpaling pada apa yang terjadi di Singapura tentang penggunaan catatan elektronik sebagai alat bukti. Dalam prakteknya, negara ini mengakui catatan elektronik sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Electronic Transaction Act (Undang-undang Transaksi Elektronik). Ketentuan salah satu pasal dari undang-undarig ini secara tegas mengatakan, “untuk menghindari keragu-raguan, maka suatu keterangan tidak dapat dibantah keabsahannya, akibat hukumnya atau pelaksanaannya dengan dasar bahwa keterangan tersebut adalah dalam bentuk catatan elektronik. (kutipan dari buku E-Commerce Law Karangan Catrine Tay Swee Kian).9
 Selanjutnya, suatu tanda tangan dalam internet juga bukan merupakan syarat
 keharusan dalam suatu penulisan nama, pengetikan dapat diganti dengan penulisan nama,
 pengetikan nama, stempel atau penulisan alamat e-mail.
 Contoh dalam perkara “Durrel VS Evans” di Inggris. Pengadilan dalam perkara ini
 berpendapat, “bilamana nama para pihak ditulis atau dicetak, dalam suatu dokumen, itu
 merupakan tanda tangan biarpun itu diletakkan pada awal, tengah atau di bawah dokumen
 tersebut”.
 “Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan dari hak milik tersebut.10
 9 Imam Sjahputra, Op. Cit, hal. 15 10 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1981, hal. 13.
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BAB III
 ASPEK HUKUM PERJANJIAN
 JUAL BELI MELALUI INTERNET
 A. Keabsahan Perjanjian Melalui Internet
 Untuk khusus perdagangan elektronik, ternyata ada pembagian menjadi sistem
 perdagangan elektronik yang online dan off-line (dale 96), yakni :
 1. Dengan sistem pembayaran elektronik yang on-line, setiap dilakukan keabsahan
 pedagang dapat melakukan yang dipergunakan konsumen sebelum konsumen dapat
 mengambil barang yang diinginkannya. Jadi minimal ada tiga pihak yang terlibat dalam
 sistem pembayaran on-line, yakni konsumen, pedagang dan pihak yang melakukan proses
 otoritas atau otentikasi transaksi. Pada sistem pembayaran on-line, terjadi proses
 outhorize & wait response, yang durasinya relatif singkat.
 2. Kemudian, ada juga sistem pembayaran elektronik off-line. Konsumen dan pedagang
 dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses
 otentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi off-line, sama halnya dengan uang
 kontan biasa. Memang pada sistem yang off-line, pedagang dapat menanggung resiko jika
 sudah menyerahkan dagangannya kepada konsumen dan ternyata hasil otorisasi atau
 otentikasi membuktikan bahwa pembayaran oleh konsumen yang bersangkutan itu tidak
 sah. Jadi meskipun dapat dilakukan proses
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pemberiksaan, namun konsumen dan pedagang umumnya tidak menunggu konfirmasi
 keabsahan transaksi.
 Secara umum, suatu transaksi perdagangan seyogyanya dapat menjamin :
 1. Kerahasiaan (confidentiality) : data transaksi harus dapat disampaikan secara rahasia,
 sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan.
 2. Keutuhan (integrity) : data setiap transaksi tidak boleh berubah saat disampaikan melalui
 suatu saluran komunikasi.
 3. Keabsahan atau keotentikan (outhenticity), meliputi :
 a. Keabsahan pihak-pihak yang melakukan transaksi : bahwa sang konsumen adalah
 seorang pelanggan yang sah pada suatu perusahaan penyelenggara sistem pembayaran
 tertentu (misalnya kartu kredit Visa dan Mastercard), atau kartu kredit seperti Kualiva
 dan Stand Card misalnya) dan keabsahan keberatan pedagang itu sendiri.
 b. Keabsahan data transaksi : data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak
 yang mengaku membuatnya (biasanya sang pembuat data tersebut membutuhkan
 tanda tangannya). Hal ini termasuk pula jaminan bahwa tanda tangan dalam dokumen
 tersebut tidak bisa dipalsukan atau diubah.
 4. Dapat dijadikan bukti/tak dapat disangkal (non-repudation) catatan mengenai transaksi
 yang telah dilakukan dapat dijadikan barang bukti di suatu saat jika ada perselisihan.
 Keabsahan dari perjanjian melalui internet ini, dapat juga meliputi ;
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a. Perizinan dan Domisili Perusahaan Virtual (Virtual Company)
 Dengan adanya media internet, saat ini berkembang pula perusahaan yang
 menempatkan lokasi usahanya di internet yang sekarang ini dikenal dengan sebutan
 perusahaan dotcom. Berbagai perusahaan telah melakukan penawaran barang dan jasa lewat
 internet. Perusahaan-perusahaan ini dikenal pula dengan nama virtual company, yaitu
 perusahaan yang hanya ada secara virtual tidak ada dalam arti fisik.
 Perizinan untuk pendirian perusahaan virtual pada dasarnya sama dengan pendirian
 perusahaan terrestrial. Perusahaan virtual dapat didirikan dalam berbagai bentuk badan
 usaha, baik berupa Perseroan Terbatas, Firma, CV, atau dapat pula berupa yayasan sesuai
 dengan tujuan yang dicapai oleh pendiriannya. Yang menjadi masalah adalah kedudukan
 domisili perusahaan, karena sebagai perusahaan yang tidak memerlukan tempat atau ruang
 yang besar, terkadang cukup dengan beberapa komputer yang terhubung ke internet,
 perusahaan dapat dikendalikan dari berbagai tempat terdapat perusahaan yang dapat
 dikendalikan dari berbagai tempat dimana terdapat provider internet. Jadi meskipun
 perusahaan didinkan di suatu kota atau negara, dapat saja menentukan domisili bagi
 perusahaan virtual tidak dapat dilakukan dengan hanya melihat dari akta pendirian, karena
 bentuk dan sifat perusahaan yang berbeda dengan perusahaan terrestrial, namun harus
 diperhatikan pula di mana pengendalian perusahaan dilakukan.
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B. Tanda Tangan Digital (Digital Signature)
 Tanda tangan digital (digital signature) adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara
 electronic yang berfungsi sama dengan tanda tangan bisa pada dokumen kertas biasa. Tanda
 tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan, dapat berfungsi untuk menyatakan bahwa
 orang yang tertera pada suatu dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen
 yang ditanda tanganinya itu.
 Tanda tangan digital sebenarnya dapat memberikan jaminan yang lebih terhadap
 keamanan dokumen di bidang dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan yang dibubuhi
 tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan itu telah diubah setelah ditanda tangani,
 baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lagipula tanda tangan digital yang aman tidak
 dapat diingkari oleh penanda tangan di belakang hari dengan menyatakan bahwa tanda
 tangan itu dipalsukan. Dengan kata lain, tanda tangan digital dapat memberi jaminan keaslian
 dokumen yang dikirim secara digital, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran
 dari dokumen tersebut.
 Di Indonesia kekuatan hukum tanda tangan digital belum diatur, baik dalam
 undang-undang maupun peraturan mengenai hukum pembuktian. Hal ini memang
 memerlukan waktu yang relatif panjang, sama halnya dengan pengakuan bisnis lewat media
 internet, seharusnya pihak yang berwenang sudah mulai mengarahkan perhatiannya, agar
 aspek hukum untuk media intemet ini tidak tertinggal dari aspek lainnya, seperti teknis dan
 bisms yang perkembangan dengan sangat cepat.
 Tanda tangan digital ini terbatas masa berlakunya, di Amerika Serikat misalnya,
 kebanyakan penyelenggara Certiffication Authority (CA) memberi Batas-Batas waktu 1
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(satu) tahun untuk tanda tangan digital dan dengan demikian dokumen yang dibubuhi tanda
 tangan yang sudah habis masa berlakunya tidak dapat diterima. Pembatasan masa berlaku
 tanda tangan digital adalah dalam praktek time stamp atau stempel waktu digital. Yang
 menjadi masalah adalah dalam praktek sering pula perlu dilakukan penanda tangan untuk
 dokumen yang masa berlakunya lebih dari 2 (dua) tahun seperti kontrak sewa dan perjanjian
 jangka panjang lainnya.
 Sedangkan di Negara Malaysia, tanda tangan ini tidak dijumpai tetapi di Negara
 Singapura tanda tangan elektronik dimaksud termasuk penggunaan instruktur kunci publik,
 bio metrik, kriptograti simetik dan sebagainya. Karena pada dasarnya tanda tangan memiliki
 fungsi yang sama dengan tanda tangan yang secara konvensional yang digunakan dalam
 informasi tertulis. Tanda tangan ini masa berlaku hingga bisa mencapai tahun yang lebih
 tinggi yaitu tahun 2004 nanti, karena di negara ini tanda tangan ini sangat membantu untuk
 menunjang berlangsungnya transaksi melalui internet. Ranking ini telah dibuat oleh
 Accenture pada tahun 2001, dan hasilnya adalah seperti yang terlihat pada negara Singapura
 ini.
 C. Kunci Umum Pengacakan (Public-Key Crytography)
 Sistem kunci umum pengacakan adalah suatu sistem dimana suatu pesan yang diacak
 dengan suatu kunci hanya bisa disusun ulang dengan kunci tertentu yang menjadi
 pasangannya dan sebaliknya sistem kunci umum yang baik adalah yang memiliki logaritma
 dan suatu kunci tidak memberi informasi yang jelas tentang kunci lainnya dan dengan
 demikian tidak dapat digunakan untuk membuka pesan. Nama dari sistem ini suatu kunci,
 tetapi memegang rahasia kunci lainnya. Orang-orang dapat
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menggunakan kunci umum untuk mengirim pesan dan hanya pemegang kunci pasangannya
 yang dapat membacanya. Kunci khusus ini dapat digunakan untuk mengirim pesan yang
 hanya dilakukan oleh pemiliknya.
 Dengan bantuan sistem kunci umum pengacakan dapat dijamin keamanan komunikasi
 di antara pihak yang menggunakan program penyusunan ulang yang sesuai (kompatibel) atau
 dengan kunci lainnya. Pengirim dan penerima tidak lagi memerlukan cara yang aman dengan
 menggunakan kunci yang sama. Kunci umum pengacakan ini dilakukan dengan
 menggunakan Public Key Infrastructures (melakukan sertifikasi antara dominan) yang
 dimiliki oleh lembaga-lembaga yang menyelenggarakan untuk mendukung penggunaan
 digital signature.14
 D. Certification Authority
 Seperti yang telah dikemukakan di atas, tanda tangan digital merupakan alat untuk
 menjaga keaslian suatu dokumen yang dikirimkan lewat internet. Namun untuk menjamin
 bahwa tanda tangan digital tersebut memang milik seseorang yang berhak diperlukan
 adanya lembaga yang menjamin keabsahan dinamakan Certification Authority.
 E. Pembayaran Secara Elektronik
 Pada dasarnya uang dapat ditransfer dengan adanya instruksi dari membeli kepada
 pihak ketiga untuk melakukan pembayaran kepada penjual pada praktek yang umum
 instruksi pembayaran ini dituangkan dalam bentuk tertulis dalam suatu dokumen yang
 diberikan oleh pembeli kepada penjual dan kemudian penjual membawa dokumen itu
 kepada pihak ketiga untuk menerima pembayaran dengan menunjukkan dokumen tersebut.
 14 Asril Sitompul, Op.Cit hal. 45
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Dalam pembayaran secara elektronik terdapat 2 (dua) hal yang harus menjadi
 perhatian dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu masalah keamanan dan
 kerahasiaan. Kedua hal ini selamanya akan merupakan hal yang bertentangan, semakin tinggi
 tingkat keamanan, maka semakin rendah tingkat kerahasiaan, demikian pula sebaliknya.
 Namun demikian, sekarang masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan peralatan yang
 berteknologi tinggi, yaitu dengan sistem transfer pembayaran yang disebut protocol.
 Dalam praktek semua protocol menggunakan digital signature sebagai basisnya.
 Lembaga-lembaga perbankan, pemasok, dan pelanggaran menggunakan digital signature
 untuk memovalidasi suatu transaksi15
 Yang menjadi masalah adalah apabila dokumen kertas yang digunakan dalam
 transaksi dapat dikonversikan ke dalam bentuk elektronik, maka tentunya uang kertaspun
 seharusnya dapat diubah ke dalam bentuk elektronik. Contoh yang popular dari digital cash
 ini adalah smart card yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau menarik uang
 dari rekening bank.
 F. Perpajakan Di Internet
 Pada bagian ini akan dibahas masalah perpajakan terhadap transaksi lewat intemet.
 Untuk itu kejadian tentang perpajakan ini terjadi di Jepang. Otoritas perpajakan Jepang
 metnbentuk “Cyber Tax Office” yang bertugas untuk memeriksa seluruh transaksi
 perdagangan yang dilakukan rnelalui intemet oleh perusahaan-perusahaan besar.
 15 Asril Sitompul, Op.Cit. h. 60
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Untuk itu otoritas pajak membentuk tim yang dinamakan Professional Team for
 E-Commerce Taxation (PROTECT), yang bertugas untuk mempelajari kemungkinan
 penghindaran pajak dalam perdagangan elektronik di Jepang dan yang dilakukan melintasi
 wilayah pembatasan dengan negara lain. Di samping untuk perusahaan-perusahaan besar,
 tim ini juga akan memeriksa perusahaan kecil termasuk individu-individu dengan
 memfokuskan pada transaksi B2C (bussines to Customer) yang dilakukan melalui penyedia
 internet, Internet Shopping Mall dan penyedia portal lainnya.
 Pemenksaan pajak ini bukan hanya untuk barang-barang berwujud, melainkan juga
 barang-barang lainnya, seperti software, musik dan hak milik intelektual lainnya. Hal ini
 dilakukan karena menurut otoritas pajak di Jepang mereka sudah kehilangan banyak
 penghasilan dari sektor e-commerce ini sejak bertahun-tahun. Penghindaran pajak ini sering
 dilakukan oleh penyedia jasa internet dengan cara membuat beberapa portal internet dengan
 nama yang berlainan untuk melakukan penjualan barang dan jasa yang diimpor dari negara
 lain dan menginstruksikan pembelinya untuk membayar melalui rekening bank yang berbeda
 dengan rekening bank yang disebutkan pada portal internet yang melakukan penjualan.
 Kesulitan dalam masalah perpajakan untuk transaksi lewat internet juga disebabkan
 sulitnya menentukan domisili di internet. Seperti di Kanada misalnya, secara umum setiap
 transaksi dikenakan pajak yaitu Good and Service tax (GST) yang dilakukan berdasarkan
 residensi atau domisili. Setiap pelaku usaha yang berdomisili di Kanada diwajibkan
 memungut pajak atas transaksi terjadi dalam penentuan domisili.
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Oleh karena itu, para pelaku transaksi lewat internet banyak yang tidak melakukan
 pemungutan pajak atas transaksi lewat internet. Melihat keadaan ini pemerintah Kanada
 akhirnya pada tahun 200 memutuskan untuk memulai secara aktif mempelajari dan
 menyusun peraturan perpajakan yang khusus menyangkut transaksi perdagangan elektronik.
 G. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Melalui Internet
 Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum,
 yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal
 balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuatan.
 Perjanjian jual-beli merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek
 hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara
 bertimbal-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.
 Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual-beli ada kemungkinan
 salah satu pihak tidak rnelaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian
 sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama.
 Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas
 apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan
 bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan
 dalam perjanjian.
 Wirjono Prodjodikoro, mengatakan :
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Wanprestast adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.16
 Lebih tegas Mariam Darus Badrulzaman, mengatakan bahwa :
 Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan
 apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi.17
 Dari uraian tersebut di atas jelas didapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud
 dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah
 melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan
 lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.
 R. Subekti, mengemukakan bahwa :
 Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam.
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
 3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
 4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya. 18
 Dalam suatu perjanjian jual-beli apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual
 maupun pihak pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak
 tersebut telah melakukan wanprestasi. Adapun kemungkinan bentuk-bentuk wanprestasi
 sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti,
 meliputi
 16 Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, hal. 44 17 H.Mariam Darus Badrulzaman, hukum Perdata Tentang Perikanan, Penerbit Fak.Hukum USU, Medan,
 1974, ha1.33. 18 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XL, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 23.
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1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
 Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati untuk memakai sistem pembayaran
 secara bertahap, yaitu besar harga barang diberikan 20% (dua puluh persen) dibayar
 setelah surat perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Tetapi setelah pihak penjual
 menyerahkan barangnya temyata 20% tersebut belum juga dilunasi oleh pihak Pembeli,
 walaupun pihak penjual telah mengirimkan tagihannya kepada pihak terkait.
 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
 misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati untuk memberikan, misalnya dalam
 suatu perjanjian jual-beli disepakati untuk memberikan, Panjar diberikan sebesar 20%
 setelah perjanjian disetujui. Kenyataannya kemudian, sisa pembayaran selanjutnya belum
 dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sementara barang yang dijual telah
 diserahkan kepada pihak pembeli.
 Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar panjar untuk awal harga jual
 barang kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayarnya, pihak pembeli berarti telah
 wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian jual-beli ini.
 3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
 Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli disepakati memakai sistem termin dalam
 pembayaran harga jual barang, yaitu setelah masa garansi barang yang dijual tersebut
 habis. Tetapi setelah masa garansi dari barang yang dijual selesai masa garansinya pihak
 pembeli tidak segara melaksanakan pembayaran tetapi baru melaksanakan pembayaran
 setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan.
 35
 Zulfi Chairi : Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, 2005 USU Repository © 2006

Page 39
						

Dalam kasus ini walaupun akhimya pihak pembeli memenuhi juga kewajibannya setelah
 lewat waktu dari waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat sudah dapat dikatakan
 pihak pembeli melakukan wanprestasi. Sehingga apabila penjual tidak dapat menerima
 pembayaran dengan alasan keterlembatan, dia dapat mempermasalahkan pihak pembeli
 telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.
 4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
 Misalnya dalam kasus ini pihak pejual tidak menjual barang dengan mutu yang
 sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama
 dengan harga barang yang asli.
 Maka dalam kasus ini dapat dikatakan pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan
 pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perbuatan pihak penjual
 tersebut.
 Selanjutnya dalam mengkaji masalah wanprestasi ini, perlu dipertanyakan apakah
 akibat dari wanprestasi salah satu pihak merasa dirugikan? Dan apabila akhirnya timbul
 perselisihan di antara keduanya akibat wanprestasi tersebut. Upaya apa yang dapat ditempuh
 pihak yang dirugikan agar dia tidak merasa sangat dirugikan?
 Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak
 dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali
 tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kasus sudah terjadi, para pihak
 hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.
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Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita
 kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:
 1. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
 2. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
 3. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjajian disertai ganti rugi
 4. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
 5. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.
 Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas
 bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan
 apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan
 perjanjian kepada hakim.
 Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, dalam perjanjian jualbeli
 salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum
 dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.
 Dalam kenyataannya pada bentuk perjanjian jual-beli ini perihal apabila timbul
 perselisihan di antara mereka maka para pihak tersangkut pada isi perjanjian yang telah
 disetujui mereka yaitu dengan cara :
 1. Dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan jika belum selesai
 2. Dilakukan lewat pengadilan dimana perjanjian dibuat. .
 Penentuan jalan atau tata cara penyelesaian perselisihan di atas baik itu akibat
 wanprestasi atau akibat-akibat lainnya tersebut diterangkan dalam isi surat perjanjian yang
 mereka berbuat adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang terbit dari perjanjian
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tersebut, hal ini adalah sangat penting agar dapat ditindak lanjuti jika timbul suatu hal yang
 merugikan salah satu pihak.
 H. Pihak-pihak Yang Dirugikan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Jual Beli Melalui
 Internet
 Internet sebagai media komunikasi kini sudah biasa digunakan. Kecepatan,
 kemudahan, serta murahnya biaya menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya.
 Tidaklah heran berbagai golongan, tua muda, pelajar-mahasiswa, hingga para eksekutif dan
 profesional sering kita dapati mengutak-atik internet. Mereka seakan berlomba menjelajahi
 program internet baik dalam bentuk chatting dengan melerai fasilitas percakapan melalui
 Internet Relay Chat, mentransfer (men-down loading) software melalui fasilitas pengambilan
 data (File transfer Protocol) atau menjelajah (browse) situs (website) yang tersedia serta
 melakukan berbagai transaksi lewat e-mail.
 Selain untuk berkomunikasi, internet ini diluar dugaan sebelumnya berkembang
 menjadi media informasi yang sangat kompleks. Satu diantara penggunaannya adalah media
 untuk berbisnis. Maka tidaklah heran, selagi kita menjelajah di dunia maya ini, akan
 ditemukan berbagai bentuk adventersi berupa penawaran (netter) tergerak untuk mengetahui
 lebih jauh isi periklanan tersebut.
 Tidak tertutup kemungkinan banyak komunitas pengguna internet sengaja bolak-balik
 ke dunia maya ini untuk mencari informasi berbagai produk dan jasa yang ada di berbagai
 belahan dunia nyata. Para pengguna internet mungkin termasuk kita menemukan apa yang
 dicari setelah mengarungi samudera dunia maya dengan berbagai
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penawaran iklan yang ada dalam situs-situsnya. Maka, kata akhir adalah bagaimana -cara
 memperoleh atau memiliki atas barang yang ditawarkan tersebut.
 Lalu, perlukah kita pergi ke Amerika Serikat hanya karena barang yang kita
 inginkan berada di negeri Paman Sam tersebut. Jawabannya kita juga pasti tahu bahwa
 tidaklah mungkin kita harus pergi ke negeri Paman Sam tersebut, karena berbelanja di dunia
 maya sama sekali jauh berbeda dengan di dunia nyata, seperti ketika ia berjalan dan
 membeli suatu barang ke pasar atau swalayan. Kita tidak harus pergi ke negara tempat
 barang atau produk tersebut ditawarkan atau berada.
 Membeli suatu produk atau jasa yang diiklankan di dunia maya cukup menekan tombol (terms of conditions) pihak yang menawarkan (penjual). Kemudian, kita hanya cukup menggesek credit card sebagai tanda pembayaran atas barang yang Dibeli19
 Begitu juga pihak penjual produk cukup menunggu dengan pasif persetujuan
 pembayaran dari bank atas credit card yang dipakai. Bilamana prosedur pembayaran
 telah dipenuhi, transaksi pun terjadi. Penjual dengan senang hati dengan mengirimkan
 produk yang kita beli atau kita pesan.
 ldealnya transaksi diadakan sedemikian praktis. Tetapi dalam kenyataannya
 transaksi seperti itu dapat mengundang banyak persoalan. Mungkin sangat terjadi merugikan
 pihak-pihak yang bertransaksi. Terlebih lagi transaksi melalui internet tidak meliputi satu
 wilayah karena dapat mencakup antar benua yang tidak mengenal batas geografis dan
 jurisdiksi hukum. Tidak diragukan, berbagai persoalan dari berbagai
 19 Imam Sjahputra, Op. cit, hal. 91
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aspek termasuk hukum bisa timbul dalam transaksi yang demikian. Misalnya saja, bilamana
 pembeli telah membayar, tapi barang yang dipesan belum atau tidak dikirim atau barang
 dikirim, tapi melampaui batas waktu pengiriman. Dapat pula terjadi barang yang dikirim,
 tapi terdapat cacat atas barang. Bagaimana bila terjadi penurunan harga sebelum barang
 sampai. Itu hanya segelintir persoalan yang mungkin timbul. Lantas yang menjadi
 pertanyaan pihak mana yang akan bertanggung jawab dalam hal kerugian jika salah satu
 pihak melakukan wanprestasi.
 1. Kepastian Hukum
 Persoalan-persoalan di atas akan menimbulkan tuntutan hukum bagi penjual dan
 pembeli mengenai siapakah sebenamya yang tidak melakukan kewajiban, cidera janji
 (wanprestasi) sebagaimana diperjanjikan. Pada umumnya dalam transaksi maya atau tidak
 langsung (melalui internet) dapat dilihat adanya dua pendapat hukum tentang kesepakatan
 hukum berantraksi dalam internet. Pertama ada pendapat hukum berkata bahwa kata sepakat
 dalam transaksi terjadi pada saat tombol send dalam keyboard komputer diklik oleh pihak
 pembeli. Denga beitu, kesepakatan hukum dalam transaksipun telah terjadi antara penjual
 dengan pembeli. Pendapat ini berpedoman pada pengertian, saat pembeli bermaksud untuk
 membeli suatu produk di internet, maka terms of conditions yang diiklankan oleh penjual
 dalam situs (website) terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi oleh pembeli.
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2. Postal Acceptance Rule
 Ketika syarat-syarat tersebut telah dilaksanakan oleh pembeli, pengklikan tombol
 send oleh pembeli telah menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang
 ditawarkan oleh penjual dalam internet. Pendapat hukum ini biasanya disebut postal
 acceptance rule, aturan kiriman surat melalui kantor pos dengan surat di tangan kantor pos,
 pembeli dianggap telah melepaskan tanggung jawabnya.
 Jika begitu, bilamana suatu saat penjual mengatakan, surat atau pesanan melalui
 e-mail belum diterima sehingga barang yang dipesan pembeli belum dapat dikirimkan, alasan
 yang dipesan pembeli belum dapat dikirimkan, alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan
 secara hukum dan pihak pembeli dapat menuntut pihak penjual karena telah melakukan
 wanprestasi.
 Merujuk pendapat pertama di atas, kesepakatan yang terjadi via internet tersebut
 merupakan kesepakatan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Oleh
 karenanya, setiap perjanjian dalam internet dianggap sebagai undang-undang bagi penjual
 dan pembeli sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Konsekuensi hukunanya,
 diberikannya kewenangan pihak pembeh untuk menuntut pihak penjualan atas dasar tidak
 dipenuhinya prestasi sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.
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Adapun bentuk tuntutan dapat berupa tetap dilaksanakan perjanjian, meskipun
 pelaksanaannya telah terlambat atau meminta ganti kerugian karena tidak dilaksanakan
 perjanjian ataupun pelaksanaan perjanjian dengan ganti kerugian berupa biaya-biaya yang
 nyata dan telah dikeluarkan (kosten) ataupun karena hilangnya keuntungan yang diharapkan
 (interessen).
 Sedangkan untuk pendapat kedua berdasarkan pada acuan bahwa kata sepakat dalam
 transaksi internet terjadi pada saat surat pesanan suatu produk melalui e-mail diterima oleh
 penjual atau informasi di bawah kontrol dari penjual (acceptance rule) Pendapat hukum ini
 berpedoman, walaupun pembeli telah memenuhi segala terms of conditions dalam suatu
 transaksi jual beli di internet, misalnya, telah mengirimkan pembayaran.
 Hal ini bukanlah merupakan jaminan penjual akan megirimkan produknya.
 Mengapa? Karena ada persyaratan lain. Pengiriman e-mail oleh pembeli harus diterima
 terlebih dulu serta berada di bawah kontrol pihak penjual. Dengan demikian, seandainya
 pesan (surat) e-mail hilang dalam perjalanan, tanggung jawab tidak bisa dibebankan kepada
 pihak penjual. Karenanya, adanya wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban penjual
 baru dapat ditentukan saat apakah penjual telah menerima pesan e-mail. Bilamana penjual
 telah menerima e-mail dan tidak mengirimkan produknya, ini merupakan perbuatan
 wanprestasi pihak penjual dan pihak dari pembeli berhak untuk menuntutnya.
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Dalam pendapat kedua ini, pihak pembeli mempunyai hak untuk mengecek apakah
 informasi atau keterangan pesanan e-mail tersebut benar-benar telah diterima atau tidak oleh
 penjual. Misalnya saja, pesanan melalui e-mail tidak dibaca atau tidak dibukanya layar
 komputernya oleh penjual sehingga tidak diketahui adanya e-mail dari pembeli. Maka dalam
 hal ini, penjual harus bertanggung jawab atas kelalaian. Maka dalam hal ini, penjual harus
 bertanggung jawab atas kelalaian. Kondisi yang demikian sesuai dengan Undang-Undang
 Transaksi Elektronik Australia 1999 yang salah satu pasal mengatakan, “Diterima surat
 e-mail tersebut dianggap pada saat e-mail tersebut memasuki ruang kontrol dari penjual,
 meskipun e-mail tersebut tidak dibaca oleh penjual”.
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BAB V
 KESIMPULAN DAN SARAN
 Setelah menguraikan pembahasan-pembahasan pada bab-bab tertentu akhirnya
 sampailah penulis pada bagian akhir penulisan ini yang merupakan bab kesimpulan dan
 saran.
 A. Kesimpulan
 1. Kekuatan hukum dalam perjanjian melalui internet didasarkan kepada kesepakatan
 para pihak untuk mengadakan hubungan perjanjian dengan sepakatnya para pihak
 tersebut diwujudkan dalam kesediaan pihak pembeli untuk mengisi formulir
 pembelian serta memberikan nomor kartu kredit, kekuatan hukum dalam perjanjian
 melalui internet dicapai setelah barang dikirim oleh penjual dan diterima oleh
 pembeli.
 2. Keabsahan dari perjanjian jual beli melalui intemet adalah
 a. Bahwa sang konsumen adalah seorang pelanggan yang sah pada suatu
 perusahaan penyelenggara sistem pembayaran tertentu dan keabsahan dari
 pedagang itu sendiri.
 b. Keabsahan data transaksi yang menjamin untuk terjadinya jual beli melalui
 internet, baik itu mencakup tanda tangan ataupun lainnya yang menjadi suatu
 keabsahan dari suatu perjanjian tersebut.
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3. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli melalui internet maka pihak pembeli
 dapat mengajukan tuntunan ganti rugi kepada penjual yang memasang situs penjualan
 di internet. Pengajuan tuntutan ganti rugi akan sangat sulit dilakukan karena media
 yang dipakai dalam transaksi jua beli adalah media elektronik, sehingga dalam hal ini
 dibutuhkan perundang-undangan untuk mengaturnya.
 4. Pihak-pihak yang dirugikan jika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli
 melalui internet adalah : orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan kesepakatan
 hukum untuk bertransaksi dalam internet, yang pada saat pembelian yang dilakukan
 cukup menekan tombol send dalam keyboard komputer milik si pembeli maka
 persetujuan untuk jual beli pun telah terlaksana. Jika salah satu pihak tidak menepati
 janjinya (wanprestasi) maka pihak yang satu merasa dirugikan, karena biasanya pihak
 penjual tidak mengetahui keberadaan pihak pembeli. Karena pihak pembeli hanya
 mengirimkan nomor. Faks, Credit Card atau semacamnya.
 B. Saran
 1. Kepada perusahaan yang melakukan pemasaran produknya melalui internet
 hendaknya dapat menjaga kepercayaan para pembeli sehingga dengan modal
 kepercayaan maka tidak terjadi sengketa transaksi melalui media elektronik
 (internet).
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2. Kepada pemakaian internet khususnya pembeli maka hendaknya bersikap hati-hati jika
 melakukan transaksi melalui internet, dengan cara melihat terlebih dahulu identitas
 perusahaan serta kondisinya selama ini di media cyber net.
 3. Bagi pengguna media internet agar menjaga setiap pembelian yang merupakan
 keabsahan bagi suatu hal yang berhubungan dengan jual beli melalui internet itu. Karena
 menjaga kerahasiaan dari setiap transaksi melalui internet adalah hal yang harus dijaga
 kerahasiaan bagi setiap transaksi melalui media internet itu.
 4. Para pihak pengguna internet yang melakukan transaksi jual beli, hendaknya tidak suka
 hati untuk membeli barang itu, karena setiap transaksi yang dilakukan harus dapat
 dipertanggung jawabkan bagi para pihak pembeli maupun penjual itu sendiri.
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